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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara 1 

 

 

Hari/Tanggal : 23 Januari 2024 

Narasumber  : Andi Rahmi (Staff Analis Biro Pemerintahan dan Otoda, Subag 

Kerja sama) 

Lokasi   : Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan 

Waktu   : Pukul 09.00-12.00 

 

Peneliti :Apa yang menjadi alasan pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan 

Prefektur Ehime? 

Narasumber : Dalam sister province, pertama-tama haruski 

tau prinsip-prinsip dasarnya dulu dan ap aitu 

sister province, simplenya siister province itu 

kerja sama antara pemerintah provinsi dengan 

pemerintah daerah setingkat diluar negeri. 

Artinya memiliki kesamaan kedudukan dan 
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status administrasi yang setara. Jadi setaraki 

dan setingkat.  Kemudian kerja sama ini juga 

sejatinya dilihat dari segi adanya kesamaan 

karakteristik dan potensi daerah. Lalu 

munculah upaya untuk saling melengkapi antar 

wilayah. Berdasarkan dari prinsip ini, maka 

inilah idealnya alasan pemerintah Sulawesi 

Selatan melakukan hubungan kerja sama luar 

negeri dengan prefektur ehime karena telah 

memenuhi 3 prinsip utama tersebut.  

a. Peneliti Apakah sebelumnya Sulsel pernah melakukan 

kerja sama seperti ini? 

b. Narasumber Sebenarnya sulsel kalau kerja sama luar negeri 

sudah berpengalaman, apalagi investasi dari 

luar negeri, kerja sama hibah dan lain-lain, tapi 

untuk kerja sama provinsi kembar seperti yang 

dilakukan ini baru pertamakalinya untuk sulsel.  

 

a. Peneliti Mengapa Pemerintah Sulawesi Selatan memilih 

Prefektur Ehime untuk bekerja sama? 

b. Narasumber  Ini karena adanya inisiasi dari Gubernur Nurdin 

Abdullah waktu itu untuk meneruskan 

hubungan kerja sama yang telah dibangun 

sedari menjabat sebagai Bupati Bantaeng, 

Selain itu, Prof Nurdin Abdullah memiliki 

kedekatan tersendiri dengan pemerintah jepang 

dibandingkan negara lain, terkhususnya Ehime 

sehingga kerja sama ini kemudian 

direalisasikan dengan melakukan 

Penandatanganan LoI dan MoU terkait kerja 

sama sister province.  

 

a. Peneliti  Apa saja lingkup kerja sama yang telah 

disepakati didalam kerja sama sister province 

ini? 

b. Narasumber Kerja sama sister province itu merupakan hasil 

kesepakatan antara dua belah pihak dan saling 

mengakui prinsip-prinsip didalamnya yang 

kemudian di tuangkan dalam LoI dan kemudian 

MoU. Dalam penandatanganan LoI yang 

dilakukan Sulsel dan Ehime, ruang lingkup 

kerja samanya ada di beberapa sektor yaitu : 

Penguatan Sumber Daya Manusia, 

Perdagangan, Kepariwisataan, Pertanian, 

Peternakan dan Perikanan, Pendidikan, 

Budaya, Olahraga, dan dapat diperluas untuk 
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mencakup bidang-bidang lainnya atas 

kesepakatan bersama oleh Para Pihak (LoI 

Terlampir). Kemudian, setelah melakukan 

diskusi antara kedua belah pihak, dilakukan 

penandatanganan MoU yang mengerucut 

menjadi 4 sektor kerja sama yakni bidang Ikan 

dan Industri Pengolahan Hasil Laut, Bidang 

Pertanian dan Perkebunan, Pembangunan 

Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia (MoU terlampir). 

Alasan berkurangnya sektor-sektor kerja sama 

dikarenakan pertimbangan situasi dan kondisi 

pada waktu itu. 

a. Peneliti Berdasarkan MoU tersebut, apakah sudah 

pernah ada rencana aksi atau Action Plan yang 

pernah dibuat? 

b. Narasumber Untuk rencana aksi tentu saja ada yang dibuat 

ketika melakukan diskusi penandatanganan LoI 

(action plan terlampir). rencana aksi ini 

kemudian membantu kami di tim yang 

menangani kerja sama ini untuk mengeksekusi. 

Namun, ketika ditahap MoU, action plan 

tersebut diganti dengan PKS (Perjanjian Kerja 

sama) (pks terlampir) yang mana hingga saat ini 

baru ada 2 PKS yang dibuat dari 4 bidang kerja 

sama. alasannya adalah system kerja sama ini 

bertahap, bertahap ini merupakan kesepakatan 

bersama karena ada pertimangan kondisi waktu 

itu, yakni covid 19.  

a. Peneliti PKS dibidang apa saja yang sudah dibuat ? 

b. Narasumber Sebelumnya, kami mau verifikasi bahwa PKS 

yang ada masih berbentuk draft dan belum di 

tandatangani oleh kedua pihak. Hal ini karena 

waktu itu masih dalam tahap kordinasi dengan 

pihak jepangnya, Untuk mempermudah, 

tahapan PKS ini saya jelaskan mulai dari 

pembuatannya.  

Atas arahan dari pak Prof Nurdin, kami 

Menyusun PKS secara bertahap yang dimulai 

dari PKS di bidang Perikanan dan perkebunan 

terlebih dahulu.  Untuk pks di bidang perikanan, 

prioritas utama dari bidang ini adalah 

pengembangan ikan tuna dan transfer teknologi 

terkait itu, seperti misalnya tekniknya, 

investasinya dan lain sebagainya. PKS yang 

kedua yang kami buat itu di sektor perkebunan 
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memprioritaskan budidaya jeruk selayar, 

termasuk kemudian, transfer teknologi dan lain-

lain. 

 

Setelah draft itu sudah kami susun, tim 

mengirim draft PKS tersebut untuk di 

pertimbangkan oleh pihak ehime. 

 

a. peneliti  Setelah Draft PKS dikirim apakah ada balasan 

dari Prefektur Ehime? 

b. Narasumber waktu itu setelah kami kirimkan naskah MoA 

yang dirancang bersama oleh tim Pemprov, 

beberapa minggu setelahnya kami dapat 

balasan dari jepang. Balasan itu tentang apa-apa 

yang diterima, apa-apa yang ditolak, termasuk 

juga mereka mengundang kami untuk datang 

kesana untuk lihat kondisinya dan sesuaikan 

MoA yang dibuat. Tetapi karena faktor-faktor 

tadi misalnya diganti pak nurdin, terus masih 

covid, dan tidak ada anggarannya, karena 

dipakai untuk bidang lainnya untuk Atasi ini 

covid. 

a. Peneliti Untuk isi respon balasan MoAdari Ehime 

bagaimana? 

b. Narasumer  isi balasan dari Draft tersebut berisikan hal hal 

yang ditolak, diterima, dan butuh penjelasan 

lebih lanjut mengenai draft PKS tersebut. Yang 

sayangnya beberapa sektor yang kami inginkan 

tidak bisa dipenuhi oleh prefektur ehime. 

(Email Balasan terlampir). kalau tidak salah 

ingat, email itu juga berisi ajakan untuk 

melakukan peninjauan ulang terkait PKS yang 

kami buat dengan datang lansung ke Ehime. 

a. Peneliti Setelah mendapat balasan dari Prefektur Ehime 

terkait 2 PKS yang dibuat. Apa yang respon 

pemerintah?  

b. Narasumber Cuman sampai sana progresnya, dari pihak 

pemerintah Provinsi Sulsel sendiri tidak 

memberikan respon terkait hal itu, dan tidak ada 

tindak lanjut sama sekali. Alasannya karena 

waktu itu, pak prof (Nurdin Abdullah) 

ditangkap dan setelah itu beberapa orang-orang 

kepercayaan prof yang jadi narahubung dan 

jalur kordinasi kami dengan ehime juga 

tergantikan. Jadi cuman sampai sana. 
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a. Peneliti  Lalu terkait dengan ajakan Ehime untuk 

melakukan kunjungan bagaimana ? 

b. Narasumber Sebenarnya sangat disayangkan sekali, karena 

Ehime mau sekali kami dari Sulsel datang dan 

melanjutkan kerja sama, tapi karena masalah 

internal seperti tadi pak prof sebagai orang yang 

inisiasi diganti, dan waktu itu masih dalam 

keadaan covid jadi untuk biaya dan anggaran 

kunjungan kesana tidak jadi. 

Sebenarnya pasca pelantikan pak andi 

Sudirman menjadi plt gubernur kami sempat 

mengadakan rapat dan pak nurdin bentuk tim 

kerja bersama sister province tapi setelah itu 

tidak ada agenda lagi (SK Penyusunan tim kerja 

bersama terlampir).  

a. Peneliti Berarti untuk implementasi dari kerja sama ini, 

belum ada dan hanya sampai di tahap draft 

PKS? 

b. Narasumber  Betul sekali, implementasi kerja samanya 

hanya sampai situ, dan untuk dilanjutkan kerja 

samanya ini, walaupun di MoU sampai 2025 

tapi sepertinya sulit untuk dilanjutkan, apalagi 

ini kerja sama buka prioritas . kalaupun dilanjut 

kita harus ulang dari awal, dan itu butuh waktu 

lagi untuk mengurus semuanya.  
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Hasil Wawancara 2 

 

Hari/Tanggal : 23 Januari 2024 

Narasumber  : Nurlia S.S (Fungsional Penerjemah Biro Pemerintahan dan 

Otoda, Subag Kerja sama) 

Lokasi   : Kantor Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan 

Waktu   : Pukul 13.00-16.00 

a. Peneliti Bagaimana peluang yang bisa didapat dari kerja 

sama ini? 

b. Narasumber Kalau berbicara tentang peluang, pasti 

harapannya kerja sama ini berjalan dengan lancar 

dan sesuai harapan makanya Untuk peluangnya 

sendiri kita  bisa jadikan action plan sebagai 

acuan. Di action plan ini sudah semua tertera 

rencana-rencana yang ditargetkan dari pemerintah 

Sulsel untuk kerja sama ini.  

a. Peneliti Bagaimana kalau mengacu pada MoU? 

b. Narasumber Sebenarnya sama saja, dan boleh juga dijadikan 

acuan Draft PKS, nanti adek kami kasih draft-
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draft berkas yang sesuai dengan pertanyaan 

peluang kerja sama ini.  

a. Peneliti Berdasarkan wawancara dengan ibu rahmi, 

Pemprov telah melakukan tahapan pembuatan 

draft MoA dan dilakukan secara bertahap. apakah 

benar ? 

b. Narasumber Iya Betul, kita dari tim pemprov telah membuat 

dan merancang MoA untuk kami kirim ke Jepang, 

untuk tahap awal ini dek, kami mendapatkan 

arahan dari gubernur saat itu, untuk melakukan 

kerja sama secara bertahap dengan pertimbangan 

adanya covid-19. Untuk tahap awal dan yang 

kami buat Draft MoAnya itu ada dua  bidang kerja 

sama yaitu, di Bidang ikan, ada Pengembangan 

budidaya ikan tuna, dan pada Bidang Perkebunan 

ada kerja sama dalam budidaya Jeruk Selayar”  

 

a. Peneliti Apa yang menjadi tantangan dan hambatan dari 

kerja sama ini kak? 

b. Narasumber Yang namanya kerja sama pasti ada tantangannya, 

apalagi sulsel baru pertama kali melaksanakan 

kerja sama sister,. Mungkin yang pertama 

tantangannya adalah segi bahasa. Orang-orang di 

Biro maupun di tim yang menangani ini, cuman 

beberapa yang bisa berkomunikasi dan ujung-

ujungnya kami mengandalkan beberapa orang, 

sehingga untuk melakukan kordinasi lansung 

antara bidang misalnya sedikit sulit..  

a. Peneliti Berarti faktor bahasa dan komunikasi. Boleh ibu 

jelaskan lebih lanjut? 

b.  Iya, dari segi bahasa misalnya aaat diskusi dengan 

Prefektur Ehime mengenai rancangan kerja sama 

yang akan dilakukan, seharusnya berjalan dengan 

optimal, tapi banyak orang-orang dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkendala bahasa. 

Begitu juga sebaliknya dari Ehime. Sehingga mau 

tidak mau hanya beberapa orang yang menjadi 

jalur komunikasi 

a. Peneliti Selain faktor bahasa apalagi yang menjadi 

tantangannya 

b. Narasumber  Selain itu, waktu itu juga kita dalam musim 

korona, sehingga untuk melakukan misalnya ttd 

MoU kita harus mengandalkan Zoom yang 

jelasnya itu salah satu menjadi tantangan. 

Kemudian juga karena korona pada saat 

melakukan pembahasan tentang MoA dulu, kan 
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masih Covid-19 dulu, sehingga ruang gerak kita 

terbatas, bahkan penandatanganan MoU dulu 

dilakukan lewat online, dampaknya kita lakukan 

penundaan dibeberapa sektor dan melaksanakan 

sektor-sektor prioritas seperti perikanan dan 

perkebunan. Inimi kemudian yang jadi alasannya 

kenapa MoA yang dirancang dulu hanya pada 

sektor perikanan dan perkebunan, (tuna dan jeruk) 

a. Peneliti Apakah Pergantian Kepemimpinan salah satu 

tantangan? 

b. Narasumber ya betul dek, adanya insiden penangkapan dan 

digantinya pak Gubernur Nurdin Abdullah, ke Plt. 

Andi Sudirman Sulaiman pada saat itu berdampak 

terhadap banyak program, apalagi terhadap sister 

province ini. mulai dari penyusunan orang-

oranngya, kegiatannya, dan banyak lagi yang 

mesti diulang untuk dijelaskan ke pimpinan baru. 

Ditambah waktu itu corona 19, banyak anggaran-

anggaran yang seharusnya digunakan untk 

keperluan kerja sama ini, tetapi di relokasi ke 

sejumlah aspek-aspek prioritas. 

a. Peneliti Bagaimana dengan implementasi ini ketika pak 

Sudirman menjadi gubernur 

b. Narasumber Kami sempat melakukan rapat penyusunan pada 

tahun 2021 dan itu yang terakhir, setelah dilantik 

menjadi gubernur, sepertinya ini sudah bukan 

prioritas provinsi, jadi memang sudah tidak 

berjalan, dan implementasinya belum ada.  
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Lampiran 2 Surat Persetujuan DPRD tentang kerja sama sister pronce Sulawesi 

Selatan. 
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Lampiran 3 Letter of Intent  Kerja sama sister provinve antara Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime 
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Lampiran 4. Memorandum of Understanding Kerja sama sister provinve antara 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime 
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Lampiran 5 Draft Memorandum of Agreement Kerja sama sister province 

antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime 

terkait bidang Perikanan  

a) Pemerintah Sulawesi Selatan 
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b) Prefektur Ehime 
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Lampiran 6. Draft Memorandum of Agreement Kerja sama sister province 

antara Sulawesi Selatan dan Prefektur Ehime dan Balasan dari Prefektur Ehime 

terkait bidang Perkebunan. 

a) Provinsi Sulawesi Selatan 
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b) Prefektur Ehime. 
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Lampiran 7 SK Tim Kelompok Bersama Sister province 
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